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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Restra 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 dapat tersusun 

tepat pada waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa 

depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan 

Pendapatan Daerah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui tata 

kelola pemerintahan yang baik. Konsistensi pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil 

guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak 

dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik. 

Rencana strategis bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah 

terpilih ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2021-2026, yang 

disertai dengan program prioritas Badan Pendapatan Daerah. Renstra memuat 

perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam 

bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaan tahun 2021-2026. 

Renstra Badan Pendapatan Daerah digunakan sebagai acuan bagi peningkatan 

kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik 

guna menjawab upaya peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potensi-

potensi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah. 

Semoga renstra dapat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

membangun Kabupaten Kepulauan Aru yang handal dalam peningkatan pendapatan 

daerah. 

 

Dobo,  02  Desember 2021 

Kepala Badan Pendapatan Daerah, 

 

 
 

Drs. K. NOTANUBUN 
Pembina Tk. I 

NIP. 19611213 199203 1 006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, bahwa setiap setiap perangkat daerah mempunyai 

kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-

2026.  

Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator dalam pengelolaan 

pendapatan daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk 

melakukan upaya-upaya dalam rangka pengamanan pencapaian target 

pendapatan daerah. Dan untuk mendukung tercapainya target pendapatan 

yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan maka diperlukan 

adanya perencanaan strategis beserta tahapan-tahapan yang ingin dicapai.  

Salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan 

keuangan daerah dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio 

efektivitas pendapatan. Rasio pertumbuhan pendapatan diartikan sebagai 

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilan yang telah dicapai dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan 
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pendapatan dikategorikan baik apabila realisasi pendapatan setiap tahunnya 

cenderung mengalami peningkatan. 

Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan 

dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan 

strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi 

dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki 

untuk mencapai tujuan organisasi.   

Demikian pentingnya peranan Perencanaan Strategis bagi organisasi 

sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh 

komponen organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat luas. Unsur-unsur yang terdapat pada suatu rumusan 

Perencanaan Strategis adalah (1) memuat keputusan untuk waktu yang akan 

datang (2) merupakan proses (3) sebagai filosofi organisasi dan (4) terdiri dari 

bagian-bagian yang terstruktur dengan baik.  

Dengan demikian dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan 

jangka menengah daerah disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Bupati 

Terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 

berisikan arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi makro 

daerah.  

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Rencana Strategis yang akan 

dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait 

dengan penggalian dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah. 

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dikategorikan ke dalam beberapa 

program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh organisasi.  

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni: (1) 

Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan 



 
RENCANA STRATEGIS 
Tahun 2021 - 2026 

3 
Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru 

Rancangan, (4) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) 

Perumusan Rancangan Akhir, (6) Penetapan Renstra. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk 

menyusun Dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan 

Pendapatan daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional tahunan dalam rangka 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, dan berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru Nomor 2 Tahun 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Alur Penyusunan Renstra PD 

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, 

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021–2026 

dalam penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 

2021-2026 dan memperhatikan RPJMN, RPJPD Kabupaten Kepulauan Aru dan 

RPJMD Provinsi Maluku untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi dan 

keselarasan terhadap seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah dan 

nasional. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada 
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Gambar 1.2 berikut ini. 

Gambar 1.2 

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional 

Sumber: Bapenda, 2021 

1.2. Landasan Hukum 

Dalam menyusun Renstra Badan Pendapatan Tahun 2021-2026 ini 

didasarkan pada   beberapa peraturan dan perundang-undangan antara lain: 

1. Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2007  tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ; 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah,  Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah. 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Kepulauan Aru Tahun 2005 – 2030. 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2012 

Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Aru. 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-

2026. 

26. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas dan 

Fungsi Badan Pendapatan Daerah. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 disusun 

dengan maksud: 

1. Sebagai  dokumen  perencanaan  yang dijadikan  pedoman  dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan; 
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2. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada 

pada lingkungan Bapenda secara konsekuen dan konsisten 

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;  

3. Tersedianya  program  dan  prioritas  kegiatan  yang  dapat  dijadikan 

pedoman oleh Bapenda dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;  

4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun 

anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2021-2026;  

5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar 

bidang yang ada di Bapenda;  

6. Sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah, langkah dan kegiatan 

yang akan dilakukan Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru dalam   upaya 

mencapai tujuan organisasi. 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru adalah: 

1. Menjadikan RENSTRA sebagai suatu perangkat manajerial dalam 

manajemen  perencanaan  yang efektif, efisien  dan  akuntabel dalam 

lingkup Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru;  

2. Sebagai instrumen pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Bapenda 

Kabupaten Kepulauan Aru selama 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus 

sebagai wujud akuntabilitas publik Bapenda sebagai salah satu institusi 

pemerintah di Kabupaten Kepulauan Aru;  

3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup 

Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka peningkatan 

pendapatan daerah. 

1.4. Sistematika Renstra 

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 
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Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat 

Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika 

penulisan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan alur 

berpikir dari dokumen Renstra Perangkat Daerah. 

BAB  II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN 

DAERAH 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki 

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan 

melalui pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah periode 

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas 

Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan 

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan 

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui 

Renstra Perangkat Daerah ini. 

BAB  III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN 

PENDAPATAN DAERAH 

Berisi tentang identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat 

Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah, telaahan 

Renstra Kementerian/Lembaga Negara terkait dan provinsi, 

telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta isu-isu strategis 

Perangkat Daerah. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka 

menengah Perangkat Daerah. 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
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Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan 

arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun 

mendatang. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah 

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD. 

BAB VIII PENUTUP 

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH 

 

2.1.  Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 

Struktur Organisasi  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 

3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru. 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru merupakan 

pelaksana Otonomi Daerah di bidang pemungutan pajak daerah. Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 

seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu: Bidang PBB-P2 

dan BPHTB, Bidang Non PBB-P2 dan BPHTB dan Bidang Penagihan, 

Pembukuan dan Pelaporan.  

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan 

tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pemungutan Pajak Daerah. 

Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten 

Kepulauan Aru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 

2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah 

sebagai berikut: 

1. Tugas Badan Pendapatan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 

79 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan 

Daerah mempunyai tugas “Membantu Bupati Dalam Melaksanaan Fungsi 

Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah”. 

2. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai fungsi: 
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1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis di bidang pendapatan; 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan di pendapatan; 

5. Pembinaan unit pelaksanaan teknis badan; 

6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

7. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Aru sebagai berikut : 

1. Kepala Badan; 

A. Kepala Badan bertugas membina, memimpin, memfasilitasi, 

menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan 

tugas dan fungsi Badan serta mengkoordinasikan kegiatan Staf, 

Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional 

B. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan   fungsi 

: 

a. Membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan sesuai target yang 

ingin dicapai; 

b. Membina bawahan di lingkungan Badan Pendapatan dengan 

cara mengadakan rapat dan pertemuand an bimbingan berkala 

guna mencapai kinerja yang diharapkan; 

c. Menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

kesekretariatan, perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah, 

pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan 

pendapatan lain-lain serta UPTD; 
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d. Menetapkan dokumen rencana strategis, laporan kinerja, dan 

LPPD lingkup Badan Pendapatan, pelaksanaan tugas teknis 

serta evaluasi dan pelaporan meliputi kesekretariatan, 

perencanaan evaluasi Pendapatan Daerah dan pendapatan 

pajak serta pendapatan retribusi dan lain-lainnya. 

2. Sekretaris Badan: 

Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan 

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan 

Badan Pendapatan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

a. Membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam 

melaksanakan pengelolaan kesekretariatan badan. 

b. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-

tugas pada Sekretariat ; 

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan, pelayanan 

administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara 

terpadu; 

d. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ; 

e. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan 

Badan; 

f. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di 

lingkungan Badan ; 

g. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai 

di lingkungan Badan ; 

h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan wajib pajak di Tempat 

Pelayanan Pajak Daerah ; 

i. Pelaksanaan perforasi benda berharga ; 

j. Penyusunan, koordinasi, dan monitoring pelaksanaan standar 

pelayanan kepada masyarakat ; 
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k. Pelaksanaan penyuluhan pajak daerah ; 

l. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan, dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan badan ; dan 

m. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh 

Kepala Badan. 

Bagian Sekretariat Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru dalam  

menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian dan 

tugas masing-masing Sub Bagian dijabarkan sebagai berikut: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian mempunyai tugas: 

- Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan; 

- Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat 

dinas; 

- Melakukan urusan pengendalian tata usaha, pengadaan, 

penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan 

perawatan barang-barang inventaris badan sesuai ketentuan 

perundang-undangan; 

- Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi 

kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan 

kepegawaian di lingkup badan. 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang 

kepala sub bagian, mempunyai tugas: 

- Menyusun perencanaan, program kerja dan evaluasi tugas-tugas 

dan keuangan; 

- Melakukan koordinasi dan menghimpun bahan-bahan untuk 

keperluan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana 

Kerja Perubahan Anggaran di lingkungan badan; 

- Melaksanakan penatausahaan keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan; 
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- Melakukan administrasi dan pembayaran gaji pegawai.  

3. Bidang Pendapatan Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB: 

1. Menyusun kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penetapan; 

2. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran serta penelitian lapangan 

atas objek dan subjek pajak daerah; 

3. Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah; 

4. Pelaksanaan Perhitungan Penetapan Pajak Daerah; 

5. Pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah dan Surat Keputusan 

Pajak Daerah; 

6. Pelaksanaan pengelolaan system informasi berbasis komputer; 

7. Penyiapan bahan dalam rangka menghitung dasar pengenaan pajak 

daerah; 

8. Melakukan perhitungan target Penerimaan Asli Daerah yang 

berasal dari Pajak Daerah; 

9. Pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan pendataan, 

pendaftaran, dan penetapan pajak daerah; 

10. Melakukan pelayanan wajib pajak di tempat pelayanan pajak 

daerah. 

4. Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB 

Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan 

dalam mengoordinasikan Pelayanan Pendapatan Daerah. Kepala 

Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB mempunyai   fungsi 

Memimpin dan melaksanakan perumusan program kerja Bidang, 

perumusan, pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pelaksanaan 

kebijakan pemerintahan daerah di bidang PBB-P2 dan BPHTB, sesuai 
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peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka mencapai target 

kinerja yang telah ditetapkan. 

Tugas pokok kepala Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB 

dirinci sebagai berikut: 

1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pendataan, Pendaftaran dan 

Penetapan; 

2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran serta 

penelitian lapangan atas objek dan subjek pajak PBB-P2 dan BPHTB; 

3. Membina bawahan di lingkungan Bidang PBB dan BPTHB dengan 

cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala 

agar diperoleh kinerja yang diharapkan; 

4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Bidang PBB dan 

BPHTB sesuai tugas dan tanggung jawab, permasalahan dan 

hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. Menyelenggarakan pelayanan umum di  Bidang PBB dan BPHTB 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat; 

6. Melaksanakan pembinaan teknis di  Bidang PBB dan BPHTB 

berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan 

kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien; 

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang 

PBB-P2 dan BPHTB dengan cara membandingkan antara Rencana 

dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 

8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di  Bidang PBB dan BPHTB 

sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk 

akuntabilitas kinerja; 

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 
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4.1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB 

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB 

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang Pendapatan Daerah PBB-P2 dan BPHTB 

dalam melaksanakan Pelayanan PBB-P2. 

Tugas pokok sub bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan 

BPHTB sebagai berikut: 

1. Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Pendataan dan 

Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan Rencana Kerja 

Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB dan ketentuan yang berlaku 

untuk pedoman pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar; 

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang 

Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

5. Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang layanan PBB-

P2 dan BPHTB; 

6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub bidang Pendataan dan 

Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB dengan cara membandingkan 

antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan 

kinerja dimasa yang akan datang yang akan datang; 

7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di  Sub bidang Pendataan 

dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan sesuai dengan 
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prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban 

dan rencana yang akan datang; 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis; 

4.2. Sub Bidang Penetapan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB 

Sub Bidang Penetapan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB 

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang Pendapatan Daerah PBB-P2 dan BPHTB 

dalam melaksanakan Pelayanan PBB-P2. 

Tugas pokok sub bidang Penetapan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB 

sebagai berikut: 

1. Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Penetapan dan Penilaian 

PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan Rencana Kerja Kepala Bidang 

PBB-P2 dan BPHTB dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar; 

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang 

Penetapan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

5. Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang layanan PBB-

P2 dan BPHTB; 

6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan dan 

Penilaian PBB-P2 dan BPHTB dengan cara membandingkan antara 

rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan 
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sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa 

yang akan datang yang akan datang; 

7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di  Sub Bidang Penetapan 

dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban 

dan rencana yang akan datang; 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis; 

5. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan 

Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas: 

1. Menyusun program dan rencana bidang penagihan; 

2. Perencanaan kebijakan teknis bidang penagihan; 

3. Penyelenggaraan pembinaan/sosialisasi, monitoring, evaluasi serta 

pengkoordinasian pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak; 

4. Perhitungan dan penyisihan piutang, pengurangan/keringanan, 

keberatan dan banding pajak daerah; 

5. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah; 

6. Penyusunan dan evaluasi laporan pelaksanaan program kerja 

penagihan; 

7. Melaksanakan penyitaan. 

5.1. Sub Bidang Penagihan 

Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penagihan, 

Pembukuan dan Pelaporan yaitu: 

1. Pelaksanaan Penagihan; 

2. Melaksanakan perhitungan piutang dan penyisihan pengurangan 

pajak; 

3. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak 

terhadap pemenuhan kewajiban; 
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4. Penyelesaian sengketa piutang dan tunggakan pajak daerah. 

5.2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penagihan, 

Pembukuan dan Pelaporan yaitu: 

1. Melaksanakan proses akuntansi terhadap realisasi penerimaan 

penagihan; 

2. Melaksanakan administrasi dan pemrosesan penghapusan piutang 

pajak daerah; 

3. Mengevaluasi dan membuat laporan penerimaan serta laporan 

tunggakan piutang terhadap objek pajak; 

4. Melaksanakan penertiban dan penyampaian surat perintah. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian Tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan.   

3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, serta Peraturan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru memiliki 

struktur Organisasi yang terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretaris Badan: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Bidang Pendapatan Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, membawahi: 

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Non PBB-P2 dan BPHTB 

2. Sub Bidang Penetapan Non PBB-P2 dan BPHTB 
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d. Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB, membawahi: 

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB 

2. Sub Bidang Penetapan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB 

e. Bidang Penagihan , Pembukuan dan Pelaporan, membawahi: 

1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; 

2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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LAMPIRAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
NOMOR : 3 TAHUN 2016 
TANGGAL : ....... JUNI 2016 
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Gambar  2.1  
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2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah  

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam 

melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. 

Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi ASN yang didalamnya 

terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan 

oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya. 

Mewujudkan profesionalisme dikalangan ASN memerlukan proses yang 

panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan ASN 

yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga 

didalamnya pola pembinaan karier ASN, hal tersebut akan dapat dicapai secara 

efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta 

disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan. 

2.2.1. Sumber Daya Aparatur 

a. Kepegawaian 

Secara umum ketersediaan aparatur Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru belum cukup memadai untuk 

melaksanakan tupoksinya. Hal ini ditandai dengan terdapat beberapa 

Sub Bidang dan Sub Bagian yang tidak memiliki pimpinan dan 

jumlah staf yang terbatas. 

Adapun Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebagai 

berikut: 

a. Jumlah Pegawai (PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak                 

36 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 17 orang dan Perempuan 

sebanyak 19 orang.  

b. Jumlah Pegawai (Non PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak 

100 orang. 
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Tabel 2.1 
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Jenis Kelamin 

No Bidang Tugas 
Jumlah 
Pegawai 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 Sekretariat 14 6 8 

2 
Bidang Pendapatan Daerah Non 
PBB dan BPHTB 

6 3 3 

3 
Bidang Pendapatan Daerah PBB 
dan BPHTB 

8 5 3 

4 
Bidang Penagihan, Pembukuan 
dan Pelaporan 

4 1 3 

5 UPTD 4 2 2 

6 Jabatan Fungsional - - - 

 TOTAL 36 17 19 

Tabel 2.2 
Pegawai Badan Pendapatan Daerah   

Menurut Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan 

No Bidang Tugas 
Jumlah 
Pegawai 

Tingkat Pendidikan 

S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD 

1 Sekretariat 14 - 1 4 - 9 - - 

2 
Bidang Pendapatan Daerah 
Non PBB dan BPHTB 

6 - - 3 1 2 - - 

3 
Bidang Pendapatan Daerah 
PBB dan BPHTB 

8 - - 2 1 5 - - 

4 
Bidang Penagihan, 
Pembukuan dan Pelaporan 

4 - - 1 - 3 - - 

5 UPTD 4 - - 1 - 3 - - 

6 Jabatan Fungsional - - - - - - - - 

 TOTAL 36 - 1 11 2 22 - - 

 
Tabel 2.3 

Pegawai Non PNS Badan Pendapatan Daerah   
Menurut Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan 

No Bidang Tugas 
Jumlah 
Pegawai 

Tingkat Pendidikan 

S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD 

1 Sekretariat 34 - - 13 2 19 - - 

2 
Bidang Pendapatan Daerah 
Non PBB dan BPHTB 

13 - - 7 - 6 - - 

3 
Bidang Pendapatan Daerah 
PBB dan BPHTB 

8 - - 2 - 6 - - 

4 
Bidang Penagihan, 
Pembukuan dan Pelaporan 

12 - 1 3 1 7 - - 

5 UPTD 33 -   5 1 27 - - 

6 Jabatan Fungsional - - - - - - - - 

 TOTAL 100 - 1 30 4 65 - - 

 
Tabel 2.4 

Pegawai Badan Pendapatan Daerah   
Menurut Golongan 

No Bidang Tugas 
Jumlah 
Pegawai 

Golongan 

IV III II I 

1 Sekretariat 14 1 4 9 - 

2 
Bidang Pendapatan Daerah Non PBB dan 
BPHTB 

6 
- 

4 2 
- 

3 
Bidang Pendapatan Daerah PBB dan 
BPHTB 

8 
- 

2 6 
- 

4 
Bidang Penagihan, Pembukuan dan 
Pelaporan 

4 
- 

1 3 
- 

5 UPTD 4 - 1 3 - 

6 Jabatan Fungsional - - - - - 

 TOTAL 36 1 12 23 - 
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Tabel 2.5 
Pegawai Badan Pendapatan Daerah   

Menurut Eselon 

No Bidang Tugas 
Jumlah 
Pegawai 

Golongan 

IIb IIIa IIIb IVa Non 

1 Sekretariat 14 - 1 -  2 11 

2 
Bidang Pendapatan Daerah 
Non PBB dan BPHTB 

6 
- 

- - 2 4 

3 
Bidang Pendapatan Daerah 
PBB dan BPHTB 

8 
- 

- 1 1 6 

4 
Bidang Penagihan, 
Pembukuan dan Pelaporan 

4 
- 

- - 1 3 

5 UPTD 4 - - - 1 3 

6 Jabatan Fungsional - - - - - - 

 TOTAL 36 - 1 1 7 27 

 

b. Aset, Sarana dan Prasarana 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

menempati kantor yang berada di Jalan Raya Pemda. Gedung 

tersebut terbagi menjadi 8 ruangan kerja. Perlengkapan lainnya yaitu 

instalasi listrik, jaringan/saluran internet, meubelair, meja dan kursi, 

lemari arsip, personal computer, televisi, air conditioner, kendaraan 

roda empat, kendaraan roda dua, dan berbagai perlengkapan kantor 

lainnya.  

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan 

dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada 

Tabel 2.6 berikut: 

Tabel 2.6 
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana  

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021 

No Nama Barang Volume Kondisi Barang 

1 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 1 Baik 

2 Sepeda Motor 1 Rusak Berat 

3 Sepeda Motor 1 Baik 

4 Batteray Charger 2 Baik 

5 Rol Meter 2 Baik 

6 Noise & Distortion Meter 4 Baik 

7 Scanner 2 Baik 

8 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Rusak Berat 

9 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Rusak Berat 

10 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Rusak Berat 

11 Mesin Kas Register 44 Baik 

12 Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain 1 Baik 

13 Rak Besi/Metal 1 Baik 

14 Rak Besi/Metal 1 Baik 

15 Filling Besi/Metal 1 Rusak Berat 

16 Filling Besi/Metal 1 Kurang Baik 

17 Band Kas 1 Baik 

18 Band Kas 1 Baik 

19 Overhead Projektor 1 Baik 

20 Rak Kayu 1 Baik 

21 Kursi Besi/Metal 3 Baik 
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No Nama Barang Volume Kondisi Barang 

22 Kursi Besi/Metal 6 Baik 

23 Kursi Besi/Metal 14 Baik 

24 Kursi Besi/Metal 1 Baik 

25 Kursi Besi/Metal 1 Baik 

26 Kursi Besi/Metal 1 Baik 

27 Kursi Besi/Metal 2 Baik 

28 Kursi Besi/Metal 2 Baik 

29 Kursi Besi/Metal 2 Baik 

30 Kursi Besi/Metal 2 Kurang Baik 

31 Meja Kerja 4 Baik 

32 Meja Kerja 3 Baik 

33 Meja Kerja 6 Baik 

34 Meja Kerja 1 Baik 

35 Meja Kerja 1 Baik 

36 Meja Kerja 4 Rusak Berat 

37 Meja Kerja 4 Rusak Berat 

38 Meja Kerja 46 Baik 

39 Meja Kerja 1 Baik 

40 Kursi Putar 1 Rusak Berat 

41 Kursi Putar 1 Kurang Baik 

42 Bangku Tunggu 2 Baik 

43 Kursi Lipat 3 Kurang Baik 

44 Kursi Lipat 4 Baik 

45 Kursi Lipat 13 Baik 

46 Kursi Lipat 3 Baik 

47 Kursi Lipat 3 Kurang Baik 

48 Kursi Lipat 1 Baik 

49 Kursi Lipat 1 Baik 

50 Kursi Lipat 2 Kurang Baik 

51 Kursi Lipat 5 Baik 

52 Sofa 1 Kurang Baik 

53 Sofa 1 Baik 

54 AC Unit 2 Baik 

55 AC Unit 1 Rusak Berat 

56 AC Unit 1 Rusak Berat 

57 AC Unit 1 Rusak Berat 

58 AC Unit 1 Rusak Berat 

59 AC Unit 1 Baik 

60 AC Unit 1 Kurang Baik 

61 AC Unit 2 Baik 

62 AC Unit 2 Baik 

63 AC Unit 1 Baik 

64 AC Unit 3 Baik 

65 P.C Unit 4 Baik 

66 Lap Top 5 Baik 

67 Lap Top 2 Baik 

68 Lap Top 3 Baik 

69 Desktop 1 Baik 

70 Desktop 1 Baik 

71 Desktop 4 Baik 

72 Desktop 1 Rusak Berat 

73 Desktop 1 Baik 

74 Desktop 1 Baik 

75 Desktop 1 Baik 

76 Desktop 1 Baik 

77 Desktop 1 Baik 

78 Desktop 2 Baik 

79 Desktop 3 Baik 

80 Desktop 1 Baik 

81 Flash Disk 10 Rusak Berat 

82 Printer 2 Rusak Berat 

83 Printer 2 Baik 

84 Printer 8 Baik 

85 Printer 3 Baik 

86 Printer 1 Baik 

87 Server 1 Baik 



 
RENCANA STRATEGIS 
Tahun 2021 - 2026 

27 
Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru 

No Nama Barang Volume Kondisi Barang 

88 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik 

89 Meja Kerja Pejabat Eselon III 3 Baik 

90 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Rusak Berat 

91 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2 Rusak Berat 

92 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 8 Baik 

93 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik 

94 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 Baik 

95 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 10 Baik 

96 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 1 Baik 

97 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 3 Rusak Berat 

98 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 1 Baik 

99 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 3 Baik 

100 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 1 Rusak Berat 

101 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 1 Rusak Berat 

102 Unintemuptible Power Supply (UPS) 9 Baik 

103 Unintemuptible Power Supply (UPS) 1 Baik 

104 Audio Tape Reel Recorder 3 Baik 

105 Mesin Cetak Listrik Roll 1 Baik 

106 Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain 1 Baik 

107 Loudspeaker 2 Baik 

108 Handy Talky 5 Baik 

109 Camera Atterbang 1 Baik 

110 Mesin Cetak Color 1 Baik 

111 Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen 1 Baik 

112 Instalasi PLTSm Kapasitas Sedang 1 Baik 

113 Aset Renovasi 1 Baik 

114 Aset Renovasi 1 Baik 

115 Aset Renovasi 1 Baik 

116 Aset Renovasi 1 Baik 

Lokasi Kantor Bapenda yang cukup strategis memudahkan 

aksesibilitas dari dan menuju Kantor Badan Pendapatan Daerah, lokasi 

yang strategis dan berdampingan dengan beberapa SKPD yang lain 

sehingga memudahkan akses koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan 

secara terpusat dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru.  

Selain itu kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah 

yaitu keterbatasan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan 

yang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang kurang memadai seperti 

kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, TI dll) 

dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga kurang memadai. 

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 

Adapun kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan 

yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah 

sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru. 

Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu 

menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali 

permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan 
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baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan 

kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan 

tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-

tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, 

pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas. 

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang 

memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk meningkatkan 

kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dituangkan dalam 

Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam 

penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun 

sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan 

antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga 

terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan 

pelaksanaannya.  

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya 

dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang menuangkan tugas 

pokok dan fungsi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus 

dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan 

Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan 

penanganan masalah sumber-sumber pendapatan di Kabupaten Kepulauan Aru. 

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2016-2020 

(sesuai Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021) sebagaimana Tabel 

2.7 memiliki sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”. 

2017 2018 2019 2020 2021

Pendapatan Asli Daerah  4.771.741.103  6.057.758.334  5.936.104.322  5.954.013.854  6.156.819.977 

Tabel 2.7

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

Uraian Pendapatan
Tahun Realisasi (Rp)
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Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsi Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru merupakan cerminan Kinerja 

Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 -2021 

secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 



 
RENCANA STRATEGIS 
Tahun 2021 - 2026 

30 
Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1
Persentase Capaian 

Pendapatan Asli Daerah
- - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,1 53,1 50,7 38,7 24,6 33,1 53,1 50,7 38,7 24,6

Tabel 2.8

(Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

NO
Indikator kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi OPD

Target 

NSPK

Target 

IKK

Target 

Indikator 

Lainnya

Target Renstra OPD Tahun ke-

( Tahun 2017 s/d 2021 )

Realisasi Capaian Tahun ke-

( Tahun 2017 s/d 2021)

Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-

( Tahun 2017 s/d 2021)

  

Dalam Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dari tahun ke tahun 

belum mencapai target yang telah ditetapkan. 

  



 
RENCANA STRATEGIS 
Tahun 2021 - 2026 

31 
Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru 

Tabel 2.9 
(Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.393.755 3.105.640 3.131.615 2.626.452 3.815.575 3.339.598 3.089.870 3.102.760 2.432.770 -                98,4 99,5 99,1 92,6 0,0 0,05 (0,32)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.000      20.000      18.200      16.000      -                14.000      20.000      17.797      16.000      -                100,0 100,0 97,8 100,0 0,0 (0,20) (0,20)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan 

Listrik
83.800      127.000    77.825      57.000      -                51.907      121.967    71.485      52.457      -                61,9 96,0 91,9 92,0 0,0 (0,28) (0,08)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 51.845      63.800      46.750      46.570      72.600      51.845      63.365      44.980      46.569      -                100,0 99,3 96,2 100,0 0,0 0,13 (0,26)

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 44.000      50.800      54.200      34.400      72.600      43.750      50.270      53.970      34.400      -                99,4 99,0 99,6 100,0 0,0 0,24 (0,28)

Penyediaan Alat Tulis Kantor 132.000    149.300    130.100    96.746      151.250    131.881    148.483    130.100    96.745      -                99,9 99,5 100,0 100,0 0,0 0,08 (0,31)

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 158.750    166.945    133.500    90.000      181.500    158.640    166.652    133.500    89.000      -                99,9 99,8 100,0 98,9 0,0 0,14 (0,37)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor
25.320      43.910      25.900      16.891      48.400      25.300      43.626      25.818      16.861      -                99,9 99,4 99,7 99,8 0,0 0,46 (0,26)

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 62.600      87.000      62.375      32.611      108.900    62.480      87.000      62.180      32.570      -                99,8 100,0 99,7 99,9 0,0 0,49 (0,34)

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan
-                -                -                12.000      21.175      -                -                310.278    12.000      -                0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,19 (0,49)

Penyediaan Makanan Dan Minuman 283.640    262.585    329.285    358.884    520.300    282.442    254.210    670.451    287.725    -                99,6 96,8 203,6 80,2 0,0 0,18 (0,01)

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
555.200    613.300    671.280    225.150    544.500    538.503    613.297    1.582.200 172.393    -                97,0 100,0 235,7 76,6 0,0 0,24 (0,04)

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 

Teknis/Perkantoran
1.447.100 1.521.000 1.582.200 1.640.200 1.568.000 1.444.600 1.521.000 -                1.576.050 -                99,8 100,0 0,0 96,1 0,0 0,02 (0,49)

Monitoring Dan Evaluasi  Pajak Dan Retribusi Daerah 535.500    -                -                -                526.350    534.250    -                -                -                -                99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,25) (0,25)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.972.500 95.000      1.528.210 763.000    550.000    1.633.622 94.169      1.087.844 742.293    -                82,8 99,1 71,2 97,3 0,0 3,34 2,07

Pembangunan Gedung Kantor / Pasar 1.404.000 -                -                -                -                941.302    -                -                -                -                67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,25) (0,25)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -                -                38.000      35.000      -                -                -                -                33.000      -                0,0 0,0 0,0 94,3 0,0 (0,27) (0,25)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 83.000      -                447.250    -                50.000      83.000      -                446.538    -                -                100,0 0,0 99,8 0,0 0,0 (0,50) (0,50)

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor -                -                99.100      60.000      100.000    -                -                99.083      59.730      -                0,0 0,0 100,0 99,5 0,0 0,07 (0,35)

Pengadaan Meubeleur 165.500    -                -                -                50.000      164.900    -                -                -                -                99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,25) (0,25)

Pengadaan Komputer 145.000    -                -                -                50.000      144.650    -                -                -                -                99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,25) (0,25)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -                50.000      91.860      615.000    50.000      -                50.000      91.491      614.634    -                0,0 100,0 99,6 99,9 0,0 1,40 1,39

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 

Operasional
50.000      25.000      46.000      50.000      100.000    50.000      24.244      45.874      31.954      -                100,0 97,0 99,7 63,9 0,0 0,36 (0,23)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor -                20.000      6.000        3.000        50.000      -                19.925      5.175        2.975        -                0,0 99,6 86,3 99,2 0,0 3,62 (0,54)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Umum 

Pemerintah
125.000    -                -                -                50.000      124.885    -                -                -                -                99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,25) (0,25)

Rehabilitai Sedang/Berat Gedung Kantor -                -                800.000    -                50.000      124.885    -                399.683    -                -                

Program/Kegiatan
Anggaran pada Tahun 2017 s/d 2021 (000) Realisasi Anggaran pada Tahun 2017 s/d 2021 (000)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun 2017 s/d 2021 (%)

Rata-rata 

Pertumbuhan (%)
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2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

Program Administrasi Umum Perangkat Daerah -                -                -                -                351.888    -                -                -                -                273.583    0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 100,00 100,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor
-                -                -                -                7.314        -                -                -                -                2.321        0,0 0,0 0,0 0,0 31,7 100,00 100,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -                -                -                -                27.653      -                -                -                -                22.650      0,0 0,0 0,0 0,0 81,9 100,00 100,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor -                -                -                -                54.151      -                -                -                -                52.270      0,0 0,0 0,0 0,0 96,5 100,00 100,00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan -                -                -                -                29.150      -                -                -                -                21.425      0,0 0,0 0,0 0,0 73,5 100,00 100,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan
-                -                -                -                11.004      -                -                -                -                -                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00

Fasilitasi Kunjungan Tamu -                -                -                -                18.809      -                -                -                -                8.210        0,0 0,0 0,0 0,0 43,6 100,00 100,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Knsultasi SKPD
-                -                -                -                203.807    -                -                -                -                166.707    0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 100,00 100,00

Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
-                -                -                -                313.851    -                -                -                -                -                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
-                -                -                -                55.790      -                -                -                -                -                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Pengadaan Mebel -                -                -                -                184.621    -                -                -                -                -                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya
-                -                -                -                73.440      -                -                -                -                -                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Program Penyediaan Sarana Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
-                -                -                -                1.303.945 -                -                -                -                1.223.296 0,0 0,0 0,0 0,0 93,8 100,00 100,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat -                -                -                -                13.494      -                -                -                -                7.902        0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 100,00 100,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
-                -                -                -                82.468      -                -                -                -                45.734      0,0 0,0 0,0 0,0 55,5 100,00 100,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -                -                -                -                36.784      -                -                -                -                12.460      0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 100,00 100,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor -                -                -                -                1.171.200 -                -                -                -                1.157.200 0,0 0,0 0,0 0,0 98,8 100,00 100,00

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
-                -                -                -                1.193.357 -                -                -                -                1.110.595 0,0 0,0 0,0 0,0 93,1 100,00 100,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

-                -                -                -                34.560      -                -                -                -                14.721      0,0 0,0 0,0 0,0 42,6 100,00 100,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya -                -                -                -                199.500    -                -                -                -                199.389    0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 100,00 100,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya
-                -                -                -                959.297    -                -                -                -                896.485    0,0 0,0 0,0 0,0 93,5 100,00 100,00

Program/Kegiatan
Anggaran pada Tahun 2017 s/d 2021 (000) Realisasi Anggaran pada Tahun 2017 s/d 2021 (000)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun 2017 s/d 2021 (%)

Rata-rata 

Pertumbuhan (%)
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2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 437.100           228.500          125.350          40.800             250.000           364.191           228.500           124.906          34.571             -                      83,3 100,0 99,6 84,7 0,0 0,88 (0,64)

Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal 437.100           228.500          125.350          40.800             250.000           364.191           228.500           124.906          34.571             -                      83,3 100,0 99,6 84,7 0,0 0,88 (0,64)

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah
1.500.000        1.761.800       1.343.600       941.500           2.737.350        1.479.116        1.752.524        1.338.352       904.960           -                      98,6 99,5 99,6 96,1 0,0 0,39 (0,34)

Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pajak Dan 

Retribusi Daerah
-                      121.100          -                      -                      75.000             -                      117.323           -                      -                      -                      0,0 96,9 0,0 0,0 0,0 (0,25) (0,25)

Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD 258.250           282.000          164.400          107.300           341.220           258.250           282.000           164.400          107.300           -                      100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,38 (0,42)

Pendataan Dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah
229.000           246.250          216.200          156.950           297.963           229.000           246.250           216.000          153.950           -                      100,0 100,0 99,9 98,1 0,0 0,14 (0,33)

Pemetaan Peta Blok -                      -                      -                      -                      242.000           -                      -                      -                      -                      -                      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah 204.000           228.000          112.800          90.000             341.220           204.000           228.000           109.150          82.700             -                      100,0 100,0 96,8 91,9 0,0 0,55 (0,41)

Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Dan Retribusi Daerah
136.750           151.000          98.400            106.350           182.710           136.750           151.000           98.400            104.250           -                      100,0 100,0 100,0 98,0 0,0 0,14 (0,30)

Pemutahiran Data ZNT Dan NIR 97.000             -                      -                      -                      -                      95.172             -                      -                      -                      -                      98,1 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,25) (0,25)

Verifikasi Dan Pemutahiran Data PBB 122.000           146.000          95.100            52.500             200.000           119.900           145.252           95.100            38.250             -                      98,3 99,5 100,0 72,9 0,0 0,55 (0,43)

Penyebaran Dan Pendistribusian Pajak Bumi Dan 

Bangunan
251.500           273.750          166.900          161.850           331.238           251.500           273.750           165.700          161.850           -                      100,0 100,0 99,3 100,0 0,0 0,18 (0,33)

Sosialissi Pajak Dan Retribusi Daerah 100.800           87.700            33.200            -                      -                      90.285             86.035             33.200            -                      -                      89,6 98,1 100,0 0,0 0,0 (0,44) (0,42)

Pengelolaan Dan Penetapan Pajak Bumi Dan Bangunan 100.700           97.500            51.400            76.000             121.000           94.260             94.414             51.202            66.310             -                      93,6 96,8 99,6 87,3 0,0 0,14 (0,29)

Studi Banding Dalam Rangka Peningkatan Pajak Dan 

Retribusi Daerah
-                      -                      -                      -                      302.500           -                      -                      -                      -                      -                      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan -                      128.500          405.200          190.550           302.500           -                      128.500           405.200          190.350           -                      0,0 100,0 100,0 99,9 0,0 0,00 0,00

Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian 

Kendaraan Bermotor
199.500           -                      -                      -                      -                      139.500           -                      -                      -                      -                      69,9 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,25) (0,25)

Pengadaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor 199.500           -                      -                      -                      -                      139.500           -                      -                      -                      -                      69,9 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,25) (0,25)

Program Pembangunan Prasarana Pemerintah Daerah -                      -                      426.000          200.000           -                      -                      -                      410.541          199.992           -                      0,0 0,0 96,4 100,0 0,0 (0,38) (0,38)

Pembangunan Prasarana Pemerintah Daerah (Luncuran) -                      -                      426.000          -                      -                      -                      -                      410.541          -                      -                      0,0 0,0 96,4 0,0 0,0 (0,25) (0,25)

Pengadaan Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan 

Tugu Peringatan Lainnya
-                      -                      -                      200.000           -                      -                      -                      -                      199.992           -                      0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 (0,25) (0,25)

Program/Kegiatan
Anggaran pada Tahun 2017 s/d 2021 (000) Realisasi Anggaran pada Tahun 2017 s/d 2021 (000)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun 2017 s/d 2021 (%)

Rata-rata 

Pertumbuhan (%)
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2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah -                      -                      -                      -                      1.410.270        -                      -                      -                      -                      1.058.144       0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 100,00 100,00

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan 

Kebijakan Pajak Daerah
-                      -                      -                      -                      34.509             -                      -                      -                      -                      6.724              0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 100,00 100,00

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah -                      -                      -                      -                      61.078             -                      -                      -                      -                      30.129            0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 100,00 100,00

Penyediaan Sarana dan Prsarana Pengelolaan Pajak Daerah -                      -                      -                      -                      200.000           -                      -                      -                      -                      199.913          0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,00 100,00

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah -                      -                      -                      -                      283.640           -                      -                      -                      -                      264.560          0,0 0,0 0,0 0,0 93,3 100,00 100,00

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB)

-                      -                      -                      -                      108.342           -                      -                      -                      -                      9.240              0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 100,00 100,00

Penetapan Wajib Pajak Daerah -                      -                      -                      -                      75.602             -                      -                      -                      -                      52.559            0,0 0,0 0,0 0,0 69,5 100,00 100,00

Penagihan Pajak Daerah -                      -                      -                      -                      558.780           -                      -                      -                      -                      425.180          0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 100,00 100,00

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
-                      -                      -                      -                      88.320             -                      -                      -                      -                      69.840            0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 100,00 100,00

Program/Kegiatan
Anggaran pada Tahun 2017 s/d 2021 (000) Realisasi Anggaran pada Tahun 2017 s/d 2021 (000)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun 2017 s/d 2021 (%)

Rata-rata 

Pertumbuhan (%)
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Dari Tabel 2.9 di atas dapat kita sampaikan bahwa pencapaian rasio 

antara realisasi dan anggaran mulai tahun 2017 dan seterusnya rasio seluruh 

program mencapai posisi 82%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan 

pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

dapat dikatakan baik. 

Kondisi kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru adalah memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber 

pendanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru. 

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang 

memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk meningkatkan 

kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dituangkan dalam 

Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam 

penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun 

sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan 

antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga 

terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan 

pelaksanaannya. 

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah- langkah kaitannya 

dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021 - 2026 yang 

menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang 

harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan 

Rencana  Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan. 

2.3.1.  Jenis Pelayanan Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah 

Jenis Pelayanan Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah 

adalah: 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 
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5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Bumi  dan Bangunan (PBB) 

7. Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

8. Retribusi Pelayanan Pasar 

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

10. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 

11. Retribusi IMB 

12. Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya 

penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan 

koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut: Untuk pengelolaan dan 

pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan 

pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya 

oleh Dinas Teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke 

rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat 

Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten 

Kepulauan Aru atau bank yang ditunjuk. Selanjutnya Dinas Teknis penghasil 

melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Kepulauan Aru melalui Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru menjalankan tugas 

dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, tidak terlepas dari 

berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan 

tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang 

sebagai suatu tantangan dan peluang.  

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan 

Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan 

daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan 

global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan 

tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar 

pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan dapat 

bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. 

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat 

menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun 
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eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan 

internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-

kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. 

Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses 

(Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) 

dan Threaths (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal 

dan eksternal antara lain sebagai berikut: 

1. LINGKUNGAN INTERNAL 

KEKUATAN (Strength) 

a. Kelembagaan dan Tata Laksana; Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah berubah mengalami pemisahan fungsi menjadi 

Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pendapatan Daerah 

untuk lebih focus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. 

Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru adalah produktivitas, kualitas layanan, 

responsiveness, responsibility dan akuntabilitas. 

b. Budaya Kerja; Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi haruslah 

memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan yang 

sama. Budaya kerja harus disosialisasikan terus menerus agar dapat 

berjalan sesuai dengan harapan; 

c. Kepemimpinan; Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah 

gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam 

memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan mempengaruhi 

kinerja para pegawai yang berada didalamnya. Hal ini terkait dengan 

human relation, delegation of authority (pendelegasian wewenang) dan 

divison of work (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf 

yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan visi dan misi 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. 

KELEMAHAN (Weaknesses) 

a. Hukum dan Perundangan; Masih belum banyaknya produk hukum yang 

berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan 

Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai 

pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan 
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lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan 

untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja; 

b. Potensi dan lokasi; Letak geografis Wilayah Kabupaten yang merupakan 

daerah kepulauan belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber 

penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun 

ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali obyek pajak dan 

dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis 

tersebut; 

c. Sumber Daya Manusia; Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di 

bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal 

pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB. Terbatasnya jumlah 

personil sementara beban kerja sangat besar menyebabkan banyak 

aparatur yang bertindak merangkap pekerjaan. Keterbatasan kualitas dan 

kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru 

tentang pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Badan 

Pendapatan Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut. 

d. Sarana/Prasarana; Kendala sarana prasarana karena Badan Pendapatan 

Daerah belum memiliki gedung sendiri, kondisi ruangan yang masih 

terbatas, peralatan kantor penunjang operasional yang minim sehingga 

menyulitkan dalam hal koordinasi, pelayanan kepada masyarakat dan 

sistem yang belum on line pada 10 kecamatan. 

e. Pembiayaan; Tersedianya anggaran/dana yang belum memadai untuk 

penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah; 

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL 

PELUANG (OPPORTUNITY): 

a. Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor 

Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan 

peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah; 

b. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan 

Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah 

Kabupaten Kepulauan Aru;  

c. Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru cukup kondusif 

sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di 

wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;  
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d. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis 

di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru akan bertambah jumlah 

perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;  

e. Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah;  

f. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang 

efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik; 

g. Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten 

Kepulauan Aru dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan 

daerah;  

h. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti 

pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait 

lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, 

pengusaha, asosiasi, dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik 

dapat lebih baik; 

ANCAMAN (THREAT):  

a. Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah;  

b. Luas wilayah yang besar dan keterbatasaan sumber pendapatan dan 

pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala 

prioritas;  

c. Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan yang mengakibatkan roda 

perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal;  

d. Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung terhadap 

para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap laju operasi 

perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kewajiban 

pajak/retribusi perusahaan;  

e. Adanya lokasi objek pajak/subjek pajak/retribusi dengan kabupaten/kota 

yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, maka akan 

berdampak terhadap pembagian realisasi pajak itu sendiri terhadap 

masing-masing wilayah; 
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Strategi Umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru:  

1. Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-

langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut 

dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi 

Pendapatan daerah yang lebih representatif dan akurat;  

2. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan 

kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan 

akan diperoleh data wajib pajak/retribusi yang potensi sebagai dasar dalam 

menetapkan prediksi penerimaan pendapatan. Melakukan pelayanan 

perpajakan sesuai Standar Operasional Prosedur, dan 

menumbuhkembangkan pemahaman kepada masyarakat di bidang 

pendapatan daerah serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas 

pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan daerah; 

3. Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja 

pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk 

menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan 

dikelola oleh instansi-instansi tersebut;  

4. Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara 

sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan di 

lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan 

administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara 

khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara 

simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/ 

penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi 

daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan;  

5. Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di 

Badan Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya dilakukan secara 

insidentil, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal 

maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, 

sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang 

berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik; 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan 

baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa 

faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan 

internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar). 

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru antara lain: 

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Analis Pemeriksa 

Pajak, PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih 

sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam 

perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca 

OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Analis Pemeriksa Pajak dan 

pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka 

kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

2. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai 

sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 

3. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam 

menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi 

intensifikasi maupun ekstensifikasi;  

4. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan 

benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta 

melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa 

karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam 

membayar pajak daerah dan retribusi daerah;  

5. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah 

sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan 

dalam membayar pajak daerah. Semakin kecil tingkat kesadaran/kepatuhan 
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wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak 

terutang yang tidak dilunasi/dibayar yang pada akhirnya akan menimbulkan 

piutang pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor antara lain kurangnya informasi mengenai pengetahuan perpajakan, 

termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai 

peran dan fungsi pajak bagi pembangunan daerah, olehnya itu sangat 

dibutuhkan Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan ; 

6. Belum adanya mobil operasional pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah; 

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa 

faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru antara lain sebagai berikut: 

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar 

pajak daerah. 

2. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional 

berpengaruh terhadap pendapatan daerah ditambah dengan adanya wabah 

covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat. 

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan tugas dan fungsinya dapat disajikan 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 3.1 
(Tabel T-B. 35 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 
1 Pengelolaan Pendapatan 

Asli Daerah kurang 
optimal 

Penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah belum 
optimal 

- Belum tersedianya sistem/teknologi 
informasi perencanaan pembangunan 
yang memadai (SIPPD) yang belum 
bekerja optimal dalam upaya 
mendukung proses perencanaan yang 
efektif dan efisien. 

- Belum sempurnanya database pajak 
daerah yang dapat digunakan sebagai 
sumber dalam perencanaan dan 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 

   - Belum optimal dalam menggali 
sumber-sumber penerimaan 
pendapatan daerah melalui 
intensifikasi dan ekstensifikasi, belum 
tersedianya peralataan 
pemetaan/aplikasi pemetaan dan 
Aplikasi SIG 

- Sistem pelaporan keuangan 
perpajakan belum sepenuhnya 
terlaporkan secara realtime; 
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   - Rendahnya tingkat pemahaman dan 
kepedulian masyarakat terhadap 
kesadaran pembayaran pajak yang 
tepat waktu; 

- Belum optimalnya pengawasan dan 
pemeriksaan pajak daerah dengan 
memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan pajak/retribusi daerah 
dengan benar, termasuk dalam 
melakukan porporasi karcis/bill/nota 
penjualan serta melaporkan secara 
teratur bonggol karcis/bill/ nota 
penjualan dan sisa karcis/bill/nota 
pejualan yang tidak laku setiap 
bulannya. 

   - Masih terbatasnya tenaga teknis 
dibidang Akuntasi, Programer, 
Pemeriksaan dan Penyidik Pajak 
Daerah serta Juru Sita Pajak Daerah; 

   - Kurangnya kesempatan mengikuti 
pelatihan, bimbingan teknis serta 
pendidikan dan latihan untuk 
meningkatkan kompetensi aparatur ; 

 
Tabel 3.2. 

Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

No 

Bidang Urusan dan 
Indikator Kinerja 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan daerah 

Interpretasi 
Belum tercapai (<) 

Sesuai (=) 
Melampuai (>) 

Permasalahan 
Faktor Penentu 
Keberhasilan 

1 Keuangan   

1.1 Persentase Realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah yang dikelola 

terhadap total realisasi 
pendapatan daerah 

Belum Tercapai (<)  Belum sinerginya 
data dan informasi 
program dan kegiatan 
serta capaian kinerja 
daerah  

 Ketersediaan data 
yang belum memadai 
 

 Penguatan 
Pengendalian 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu 

organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, 

inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan 

kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana 

pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi 

adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
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2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026, bahwa Visi Kabupaten Kepulauan 

Aru Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Aru yang Sejahtera, 

Mandiri, Adil, dan Bermartabat”.   

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan 

misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi 

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas 

dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan 

yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi 

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 yaitu: 

1. Menciptakan sumberdaya manusia Aru yang sehat, cerdas dan berkarakter. 

2. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, 

bersih, berwibawa dan melayani. 

3. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, 

adil, demokratis, dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, dan 

kearifan lokal. 

4. Mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang 

bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya alam hayati kelautan dan 

perikanan sebagai sektor andalan serta pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai 

sektor pendukung. 

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan 

Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah dan 

dalam melaksanakan tugas pokok pencapaian visi dan seluruh misi Kepala 

Daerah dan wakil Kepala Daerah.   

Hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan 

Badan Pendapatan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, akan menjadi input bagi 

perumusan strategis pelayanan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak 

saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan 
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kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat 

berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih. 
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Tabel 3.3 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah  

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Aru yang Sejahtera, Mandiri, Adil, dan Bermartabat” 

No 
Misi dan Program Kepala 

Daerah & Wakil Kepala Daerah 
Terpilih 

Permasalahan Pelayanan Bapenda 
Faktor 

Penghambat Pendorong 

Misi 
2 

Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan, Bersih, Berwibawa Dan Melayani   

1 Program Peningkatan 
Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah  

Belum optimal dalam menggali sumber-sumber 
penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi 
dan ekstensifikasi, 

belum tersedianya peralataan 
pemetaan/aplikasi pemetaan dan 
Aplikasi SIG 

Kerjasama wajib pajak/retribusi/ Stakeholder terkait 
dalam pemberian informasi potensi pajak/retribusi dan 
lokasi pendataan di masyarakat 

  

  Keterbatasan personil,kualitas SDM,sarana dan 
prasarana pendukung yang belum optimal terhadap 
penyediaan layanan kepada fiskus baik layanan 
pembayaran, pembetulan, pengurangan, keberatan 
atas pajak yang ditetapkan 

Masih rendahnya kesadaran masyarakat 
taat pajak dan pentingnya Fungsi Pajak 
bagi Pembangunan Daerah  

Penegakan SOP dengan jalur layanan prima ditunjang 
oleh SDM yang profesional, responsif, komunikatif, dan 
ramah 

  

  Penagihan pajak yang 
belum optimal 
menyebabkan 
banyaknya tunggakan 
piutang pajak tak tertagih, kekeliruan dalam 
dokumen penetapan pajak maupun pembukuan 
penerimaan pendapatan daerah  

Sosialisasi pajak kepada masyarakat dan 
stakeholder masih belum cukup 
meningkatkan kesadaran masyaraka 
membayar pajak karena tidak dibarengi 
dengan penerapan sanksi hukum pajak 
daerah secara tegas dan konsisten 

Akurasi dokumen penetapan pajak, Pemutakhiran data 
piutang pajak secara berkala dan memastikan SPPT 
sampai ke wajib pajak 

2 Program Pembinaan dan 
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten/Kota 

Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan 
pajak daerah dengan memperhitungkan, membayar 
dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan 
benar, termasuk dalam melakukan porporasi 
karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara 
teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa 
karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap 
bulannya. 

Kompetensi SDM untuk melakukan 
pengawasan kepatuhan formal wajib 
pajak, penelitian dan analisis kepatuhan 
material wajib pajak 

Kurangnya partisipasi masyarakat untuk 
melaporkan/memberikan pengaduan terkait oknum 
yang melakukan pemungutan pajak/retribusi ilegal 
dalam penertiban pajak/retribusi. 
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3.3. Telaahan Renstra kementerian Keuangan Republik Indonesia dan renstra 

Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola 

Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian  Indonesia yang Produktif, 

Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk  Mendukung Visi dan Misi Presiden 

dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.  

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Kementerian Keuangan 

sebagai Penggerak utama berarti Kementerian Keuangan sebagai pengatur dan 

pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong 

pembangunan nasional di masa depan, melalui manajemen pendapatan dan 

belanja negara yang proaktif menggerakkan dan mengarahkan perekonomian 

negara di masa depan. 

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa 

pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan 

akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia melalui koordinasi 

yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui 

penetapan kebijakan fiskal yang efektif. Adapun Kementerian Keuangan 

melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang 

produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata 

dan berkeadilan), dengan upaya: 

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.  

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima 

serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.  

3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. 

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum. 

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber 

Daya  

6. Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. 
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Tabel 3.4 
Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Sasaran Renstra  
Kementerian Keuangan beserta Faktor Penghambat dan  

Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Sasaran Strategi 

Renstra Kementerian 
Keuangan 

Permasalahan Pelayanan 
Bapenda 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Meningkatnya Tax Ratio, 
Penerimaan Pajak Negara 
dan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Optimal 

Penagihan pajak yang 
belum optimal 
menyebabkan banyaknya 
tunggakan piutang pajak tak 
tertagih, kekeliruan dalam 
dokumen penetapan pajak 
maupun pembukuan 
penerimaan pendapatan 
daerah   

Sosialisasi pajak kepada 
masyarakat dan stakeholder 
masih belum cukup 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat membayar pajak 
karena tidak dibarengi 
dengan penerapan sanksi 
hukum pajak daerah secara 
tegas dan konsisten 

Akurasi dokumen 
penetapan pajak, 
Pemutakhiran data 
piutang pajak secara 
berkala dan 
memastikan SPPT 
sampai ke wajib pajak 

 

3.4. Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan Renstra 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

Hasil Telaahan terhadap Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Maluku dimaksudkan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam pencapaian 

indikator kinerja yang tertuang dalam sasaran jangka menengah pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. 

Tabel 3.5 
Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku beserta 
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Sasaran Strategi 

Renstra Kementerian 
Keuangan 

Permasalahan Pelayanan 
Bapenda 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Tercapainya Peningkatan 
Pendapatan Daerah 

Belum optimalnya 
koordinasi dan sinergitas 
perencanaan pendapatan 
Daerah secara 
Berkesinambungan antar 
Provinsi dan Kabupaten 

Masih rendahnya Kesadaran 
masyarakat taat pajak dan 
pentingnya Fungsi Pajak bagi 
Pembangunan Daerah 

Sektoral Kepulauan 
Aru mempunyai 
potensi cukup banyak 
dan beragam karena 
ditunjang oleh letak 
Kabupaten 
Kepulauan Aru yang 
strategis 

 

3.5. Telaahan Rencana Tata  Ruang  Wilayah dan  Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kepulauan Aru ini, diharapkan 

menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 

pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian 

peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta 

sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana 

pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup yang 
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tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten 

Kepulauan Aru, maka Badan Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai 

rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan 

yang ramah lingkungan.   

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan dengan 

tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya 

sebagai proses ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ektensifikasi 

pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib 

pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap 

obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan 

pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta 

menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah. 

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi 

penataan ruang wilayah kabupaten diharapkan salah satunya adalah 

meningkatnya pelayanan perpajakan yaitu dengan rencana pengembangan 

system aplikasi pelayanan pajak daerah dan pembangunan system informasi 

manajemen pajak dan retribusi daerah secara online. Sehingga dengan tersedianya 

data elektronik tersebut melalui system jaringan diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang baik di era 

globalisasi. Selanjutnya perumusan rencana optimalisasi pendapatan daerah 

berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan 

kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam 

perencanaan pendapatan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan 

data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi 

lingkungan, sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi 

lingkungan hidup semakin penting.  

Tabel 3.6 
Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor 
Penghambat dan Pendorong  Keberhasilan Penanganannya 

No 

Rencana Tata Ruang 
Wilayah terkait 

Tugas dan Fungsi 
Bapenda 

Permasalahan Pelayanan 
Bapenda 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Pengendalian 
Penataan Ruang 

Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan Daerah 
PAD belum optimal 

Belum adanya acuan yang 
jelas dan rinci terkait pola 
penataan ruang daerah 
dengan Peningkatan PAD 

Adanya Standarisasi 
Regulasi Secara Nasional 
Terhadap Perencanaan. 

2. Evaluasi Pemanfaatan 
Ruang 

Terbatasnya jumlah dan 
kualitas aparat pelaksana 
lapangan 
untuk meningkatkan system 

Belum terbangunnya 
infrastruktur teknologi dan 
informasi dalam system 
pendapatan daerah yang 

Mengadakan peninjauan 
langsung ke lapangan 
dengan orientasi RTRW 
untuk penentuan potensi 
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pengawasan internal dan 
pengendalian terhadap 
obyek pajak daerah dan 
retribusi daerah dengan 
memperhatikan pola 
perencanaan dan 
pemanfaatan ruang; 

terintegrasi dari pajak 
daerah, PBB dan BPHTB, 
Perencanaan RTRWsecara 
terintegrasi dan on line 
dengan pihak perbankan 

PAD, penagihan terhadap 
penunggak pajak dengan 
melakukan penertiban 
obyek pajak dan obyek 
retribusi serta mengadakan 
penagihan langsung kepada 
subyek pajak dan subyek 
retribusi. 

 
Tabel. 3.7.  

Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Hasil KLHS terkait 
Tugas dan Fungsi 

Bapenda 

Permasalahan Pelayanan 
Bapenda 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Optimalisasi Data 
dan Informasi 

Belum adanya Kajian 
tentang kualitas lingkungan, 
Pemanfaatan SDA, kualitas 
iklim, penanggulangan 
anekaragam hayati, dampak 
dan resiko Lingkungan 
Hidup terkait dengan 
Potensi PAD 

Belum adanya 
Stándar Operasional 
Presedur (SOP) dalam 
proses Pelaksanaan 
Perencanaan berbasis 
Lingkungan Hidup 

Kuatnya Komitmen 
Dukungan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah 
terhadap PAD 

 

3.6. Penentuan Isu-isu  Strategis 

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan 

internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan 

dan kelemahan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.   

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan 

program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-

2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

a. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah; 

b. Meningkatnya Pelayanan Perpajakan; 

c. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem 

perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan, pembinaan, 

pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal, evaluasi dan 

pengendalian pendapatan daerah.  

1. Analisis SWOT 

1.1. Faktor Lingkungan Internal 

b. Kekuatan (strength) 

1. Adanya Sistem Komputerisasi SIMPATDA dan SISMIOP; 

2. Pimpinan yang visible 

3. Tersedianya anggaran /dana yang memadai 

4. Adanya Perda sebagai dasar hokum 
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5. Motivasi kerja pegawai baik 

6. Komitmen   pimpinan   dan   staf   untuk   mewujutkan misi 

Bapenda 

c. Kelemahan (Weakness) 

1. Sistem pendataan belum efektif 

2. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai 

3. Kualitas pelayanan belum optimal  

4. Koordinasi internal dan eksternal belum optimal  

5. Lemahnya penegakan aturan   

6. Responsibilitas dan responsivitas rendah 

1.2. Faktor Lingkungan Eksternal 

a. Peluang (Opportunity) 

1. Adanya UU Nomor 28 tahun 2009 

2. Dukungan Eksekutif dan Legislatif 

3. Perkembangan PDRB dan incom perkapita positif 

4. Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian  

5. Kondisi sosial aman dan konduktif 

6. Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD 

meningkat) 

7. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan computer 

8. Adanya  kesempatan  untuk  mengikuti  diklat  penjenjangan 

dan teknis 

9. Kesediaan   pihak   swasta   dalam  pengelolaan/ pemungutan 

Pajak dan Retribusi Daerah 

10. Bantuan dan insentif dari Pemerintah pusat 

b. Ancaman (Threath) 

1. Kondisi sosial politik tidak stabil 

2. Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi 

Daerah (ekstensifikasi) 

3. Kesadaran   masyarakat   dalam   membayar   pajak/ retribusi 

rendah 

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh strategi 

umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai 

berikut: 
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1. Strategi Strength-Opportunity (S-O): 

a. Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk 

memenuhi kebutuhan di bidang pendapatan daerah;  

b. Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk 

mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;  

c. Memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang 

semakin berkembang untuk memanfaatkan perencanaan di bidang 

pendapatan daerah;  

d. Memanfaatkan gaya kepemimpinan yang menyatu dengan stakeholder 

untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik; 

2. Strategi Weakness-Opportunity (W-O): 

a. Menyusun Perda, Perbub dan Kepbup untuk mengembangkan potensi 

pendapatan daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian 

terhadap wajib pajak di lapangan; 

b. Meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk 

meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap 

obyek pajak daerah dan retribusi daerah;  

c. Membangun infrastruktur teknologi dan informasi dalam sistem 

pendapatan daerah yang terintegrasi dari pajak daerah, PBB dan BPHTB 

secara terintegrasi dan on line dengan pihak perbankan;  

d. Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan (Standar 

Operasional Prosedur) untuk meningkatkan pelayanan;  

e. Melengkapi sarana dan prasarana teknis untuk mengoptimalkan 

pelayanan, pembinaan dan sistem pengawasan internal. 

3. Strategi Strength-Threat (S-T): 

a. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan terus 

melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk 

meningkatkan kepastian kewenangan daerah;  

b. Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 

partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  

c. Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan 

sosialisasi, pembinaan dan melakukan ketentuan hukum bagi para wajib 

pajak dengan sistem penghargaan maupun sanksi;  
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d. Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk 

melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah dan retribusi daerah   

4. Strategi Weaknesses-Threat (W-T): 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pelaksanaan 

pengawasan untuk mengatasi kewenangan Pemerintah Daerah yang 

terbatas dan untuk mengatasi wajib pajak yang melakukan pelanggaran 

hukum/ aturan; 

b. Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk 

mendukung kebijakan optimalisasi pelayanan pendapatan daerah;  

c. Meningkatkan sarana prasarana teknik, informasi, kewenangan dan 

anggaran untuk optimalisasi pelayanan pengembangan, pembinaan dan 

system pengawasan internal di bidang pendapatan daerah; 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan 

merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat 

merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan 

sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang 

pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi 

organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan 

eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran 

lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Tujuan 

yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

adalah “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. 

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang 

dimaksud diatas yaitu “Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)” 

Adapun tabel terkait tujuan, dan sasaran Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
(Tabel T-C.25 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

2022 2023 2024 2025 2026

Meningkatnya 

Pendapatan Asli 

Daerah

Optimalnya Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah

Persentase capaian 

penerimaan PAD
10,40% 16,37% 20,29% 25,03% 28,90%

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada 

Tahun Ke-
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BAB V 

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru dalam 

mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 

dirumuskan sebagai berikut : 

5.1. Strategi 

Strategi merupakan langkah–langkah yang ditempuh secara incremental 

(senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran 

konseptual, analistis dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, maka strategi 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 - 2026 yaitu: 

1. Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah; 

2. Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah; 

3. Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah; 

4. Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak di bidang perpajakan; 

5. Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal pembayaran dan perubahan pajak 

daerah; 

6. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai 

ketentuan; 

7. Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas; 

8. Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan 

pelatihan; 

9. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dengan langkah sebagai 

berikut : 

a. Pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan 

belanja pemerintah daerah, baik yang dilakukan secara tunai maupun non 

tunai. 

b. Analisis dan Identifikasi hambatan dan Permasalahan terkait 

Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) 

c. Menyusun Roadmap tahapan pelaksanaan ETP yang dituangkan dalam 

Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. 

d. Mengupayakan akses telekomunikasi dan informasi melalui kerjasama 

dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika 
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e. Menyediakan Infrastruktur system pemerintahan berbasis elektronik(SPBE) 

f. Menyusun model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan ETP. 

g. Menyediakan layanan pengaduan konsumen untuk memberikan 

keyakinan dan kepercayaan serta rasa aman bagi masyarakat dalam 

bertransaksi non tunai dengan pemerintah daerah 

h. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat aparat pemerintah 

daerah dan pihak terkait mengenai transaksi non tunai serta peningkatan 

kompetensi pengelola keuangan daerah. 

i. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi ETP. 

j. Melakukan pengawasan pendapatan daerah. 

5.2. Arah Kebijakan 

Arah Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, 

atau merealisasikan suatu sasaran atu maksud tertentu. Oleh sebab itu arah 

kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, 

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan 

program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam 

perwujudan sasaran dan tujuan satuan kerja perangkat daerah. Dalam rangka 

mewujudkan tujuan, sasaran dan strategi di atas, maka arah kebijakan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 - 2026 yaitu: 

1. Inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah ; 

2. Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien ; 

3. Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan ;  

4. MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang perpajakan ; 

5. Peningkatan pengawasan melalui pemasangan alat dan sistem di masing-

masing obyek/wajib pajak ; 

6. Pelaksanaan bulan panutan dan pajak award ; 

7. Peningkatan Peran PPNS di bidang pendapatan ; 

8. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah ; 

9. Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah; 

10. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan ; 

11. Peningkatan sarana-prasarana pendukung sesuai kebutuhan.  
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12. Membuka Kerjasama dengan semua e-comers, merchant dan perbankan 

meliputi lembaga keuangan non perbankan lainnya serta pengembangan dan 

perluasan kanal pembayaran melalui QRIS. 

13. Penerapan Peta Bidang PBB-P2 

14. Penerapan Kebijakan Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka Pemulihan 

Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 

Untuk lebih jelas, maka strategi dan arah kebijakan dapat kami tampilkan dengan 

tabel sebagai berikut :  

Tabel 5.1 
(Tabel T-C.26 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

Tujuan Sasaran

1 Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak 

dan retribusi daerah

1 Inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah

2 Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi 

daerah;

2 Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang 

efektif dan efisien

3 Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi 

daerah;

3 Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4 Peningkatan kualitas layanan kepada wajib 

pajak di bidang perpajakan;

4 MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang 

perpajakan

5 Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal 

pembayaran dan perubahan pajak daerah;

5 Peningkatan pengawasan melalui pemasangan alat 

dan sistem di masing-masing obyek/wajib pajak

6 Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan;

6 Pelaksanaan bulan panutan dan pajak award

7 Peningkatan sarana pendukung dalam 

menunjang pelaksanaan tugas;

7 Peningkatan Peran PPNS di bidang pendapatan 

8 Peningkatan kemampuan pegawai melalui 

pembinaan, pendidikan dan pelatihan;

8 Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan 

pajak daerah 

9 Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda 

(ETP)

9 Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan 

perubahan pajak daerah

10 Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan

11 Peningkatan sarana-prasarana pendukung sesuai 

kebutuhan. 

12 Membuka Kerjasama dengan semua e-comers, 

merchant dan perbankan meliputi lembaga 

keuangan non perbankan lainnya serta 

pengembangan dan perluasan kanal pembayaran 

melalui QRIS.

13 Penerapan Peta Bidang PBB-P2

14 Penerapan Kebijakan Pemberian Insentif Fiskal 

dalam rangka Pemulihan Ekonomi Dampak 

Pandemi Covid-19

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Aru yang Sejahtera, Mandiri, Adil, dan Bermartabat”

Misi : Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan, Bersih, Berwibawa Dan Melayani

Arah KebijakanStrategi

Optimalnya Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya 

Pendapatan Asli 

Daerah
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
 

Program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 

Tahun 2021 – 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. 

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD 

sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan 

kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan 

untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan 

jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. 

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan 

indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat 

yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries’ tertentu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan 

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam 

hal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, guna mencapai sasaran 

tertentu. 

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya 

yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan 

prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam kurun waktu 5 

tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh 

Kegiatan dan sub kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan 

kualitas Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator hasil 

dari program ini adalah Persentase Capain urusan Pemerintah daerah. Sifat 

kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas untuk menunjang urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam kegiatan tahun 2021 – 2026 berupa: 

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan program kegiatan 

maupun sub kegiatan agar terstruktur dan terencana dengan baik. Indikator 
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hasil dari Kegiatan ini adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

a.1.  Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah yang dapat tersusun sehingga setiap program terencana 

dan tersusun dengan baik. 

a.2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi kinerja 

perangkat daerah yang dapat tersusun sehingga tercipta pola kerja yang 

lebih baik dan menunjang kinerja perangkat daerah yang lebih maju. 

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah 

dengan Optimal dalam hal urusan administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 

Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan 

administrasi keuangan. 

b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah ASN terlayani gaji dan 

tunjangan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran Gaji dan 

Tunjangan ASN. 

b.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan insentif 

pemungutan sehingga dapat mendorong kinerja ASN dalam peningkatan 

penerimaan pendapatan asli daerah. 

b.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen akuntansi yang 

tersedia sehingga tersaji system pelaporan yang baik dan akuntabel. 

b.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan 

akhir tahun yang tersedia sehingga tersaji system pelaporan yang baik dan 

akuntabel. 
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c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan 

Retribusi Daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Persentase 

peningkatan potensi PAD, Persentase peningkatan potensi retribusi daerah dan 

Persentase penerimaan pajak daerah. 

c.1. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi 

Daerah 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang taat 

terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi guna peningkatan pendapatan 

asli daerah.  

c.2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah potensi obyek retribusi 

daerah sehingga mampu tercapainya potensi dan data retribusi daerah. 

c.3. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah evaluasi dan laporan 

retribusi daerah sehingga terdapat ketepatan data pelaporan retribusi. 

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah 

dengan optimal dalam hal urusan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 

Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat daerah. 

d.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta 

Atribut kelengkapannya yang dapat terpenuhi sehingga dapat 

terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapnnya 

untuk menunjang kinerja pegawai. 

d.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mengikuti 

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sehingga 

tercipta pemahaman yang matang bagi para pegawai akan peraturan 

perundang-undangan. 
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d.4. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Wajib Pajak yang Taat 

terhadap Peraturan Perpajakan semakin meningkat setelah mengikuti 

sosialisasi peraturan perundang-undangan. 

d.3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sehingga 

tercipta pemahaman yang matang bagi para pegawai di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah.  

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah 

dengan optimal dalam hal urusan administrasi umum Perangkat Daerah. 

Indikator hasil Kegitan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah. 

e.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah jenis komponen instalasi 

listrik/ penerangan yang disediakan yang disediakan: kabel listrik, saklar, 

isolatip, konektor, dan lain-lain sehingga memudahkan kelancaran 

pelayanan administrasi kantor. 

e.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah jenis peralatan dan 

perlengkapan kantor yang disediakan: kertas, perangko, bolpoin, binder 

dan lain-lain sehingga memudahkan kelancaran pelayanan administrasi 

kantor. 

e.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah jenis Bahan Logistik kantor 

yang disediakan sehingga menunjang kelancaran operasional kantor. 

e.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan yang disediakan sehingga meningkatnya kelancaran 

pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. 
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e.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah jenis bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan yang disediakan sehingga terpenuhinya 

bahan bacaan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan umum 

pegawai. 

e.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu Fasilitasi Kunjungan 

Tamu yang disediakan seperti makan dan minuman sehingga tercipta 

hubungan yang harmonis antara banyak pihak. 

e.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Waktu Fasilitasi 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sehingga mampu 

terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 

dalam menunjang tercapainya PAD. 

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah 

dengan optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah. Indikator hasil 

Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 

f.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau lapangan yang Tersedia sehingga menunjang kelancaran operasional 

kantor. 

f.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Meubeler yang tersedia 

sehingga tersedianya dapat tercipta kenyamanan karyawan dalam 

bertugas. 

f.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan peralatan dan mesin 

lainnya yang tersedia sehingga tersedianya dapat menunjang operasional 

pelayanan perpajakan kepada masyarakat. 
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f.4. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya gedung kantor dan 

bangunan lainnya sebagai tempat operasional pelayanan kepada 

masyarakat.  

f.5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung 

kantor dan bangunan lainnya yang disediakan sebagai tempat operasional 

pelayanan kepada masyarakat. 

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah 

dengan optimal di bidang pengadaaan jasa. Indikator hasil dari kegiatan ini 

adalah Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah. 

g.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat  Menyurat 

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Surat Menyurat yang 

tersedia sehingga tercipta kelancaran dan kecepatan dalam kegiatan surat 

menyurat. 

g.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik 

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah Besaran paket data internet 

kantor yang digunakan, Jumlah Besaran Rekening Listrik dan Jumlah 

Besaran Rekening Air yang tersedia sehingga memudahkan koordinasi dan 

komunikasi dalam menunjang kegiatan kedinasan. 

g.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor yang tersedia sehingga memudahkan operasional 

pelayanan dalam menunjang kegiatan kedinasan. 

g.5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang tersedia untuk menunjang kelancaran kegiatan pelayanan 

kantor. 

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
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Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar dapat 

menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal. Indikator hasil dari 

Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 

h.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

sehingga terpenuhinya pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan 

dinas operasional sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas ASN. 

h.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sehingga 

terpenuhinya pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan dinas 

operasional sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas ASN. 

h.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi Pemeliharaan 

mebel sehingga terciptanya kenyamanan tempat bertugas. 

h.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi pemeliharaan 

peralatan dan mesin yang dipelihara sehingga tersedianya peralatan dan 

mesin yang baik guna penunjang operasional pelayanan kepada 

masyarakat. 

h.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi 

Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang 

dipelihara sehingga terciptanya kenyamanan gedung tempat bertugas. 

h.6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang dipelihara sebagai penunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas ASN. 
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2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh 

Kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Indikator hasil dari 

program ini adalah Persentase Capain Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sifat 

kegiatan dari program ini merupakan sarana untuk Mendukung Capain 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Pajak 

Daerah. Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah Persentase peningkatan potensi 

PAD, Persentase peningkatan potensi pajak daerah dan Persentase penerimaan 

pajak daerah. 

a.1.  Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta 

Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah target PAD tahun N+1 

yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah. 

a.2.  Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Wajib Pajak yang Taat 

terhadap Peraturan Perpajakan semakin meningkat setelah mengikuti 

penyuluhan tentang kebijakan pajak daerah. 

a.3.  Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak 

Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi daerah yang ditingkatkan 

sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. 

a.4.  Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sensus 

Pajak PBB-P2 yang tersedia sehingga mampu tercapainya potensi dan 

data pajak daerah. 

a.5.  Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 

Pajak Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah potensi objek pajak 

daerah sehingga terdapat ketepatan data pelaporan Pajak. 

a.6.  Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) 
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Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah potensi obyek pajak 

PBB-P2 dan BPHTB sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. 

a.7.  Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah ketetapan pajak daerah 

(PBB-P2). 

a.8.  Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah evaluasi dan laporan 

pajak daerah yang tersedia sehingga terdapat ketepatan data pelaporan 

Pajak. 

a.9.  Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerimaan Pajak 

daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah. 

a.10.  Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang 

mengajukan keberatan, Pengurangan dan Pembatalan pajak daerah. 

a.11.  Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang 

diperiksa sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah. 

a.12.  Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi 

Daerah 

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Persentase Wajib Pajak yang 

membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu sehingga 

Pengelolaan Retribusi daerah bisa terkendali dengan baik. 

 



 
RENCANA STRATEGIS 
Tahun 2021 - 2026 

67 
Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru 

Tabel 6.1 
(Tabel T-C.27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

                              -             7.017.507,45             9.621.955,34           11.033.448,10               11.444.008,06               13.028.135,11              13.212.700,54 

01

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota

Persentase Pemenuhan

Fasilitasi Kebutuhan

Operasional

Perkantoran

                              - 100%             5.568.507,45 100%             8.262.955,34 100%             9.660.448,10 100%               10.057.008,06 100%               11.628.135,11 100%              11.798.700,54 Bapenda

Kabupaten 

Kepulauan 

Aru

01.2.01.

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Persentase Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran 

Dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

                              - 100%                                - 100%                  10.000,00 100%                  10.000,00 100%                      10.000,00 100%                     10.000,00 100%                    21.400,00 Sekretariat

Kabupaten 

Kepulauan 

Aru

01.2.01.01

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

                              - -                                - 5 dok                    5.000,00 5 dok                    5.000,00 5 dok                        5.000,00 5 dok                       5.000,00 5 dok                    10.700,00 Sekretariat

Kabupaten 

Kepulauan 

Aru

01.2.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
                              - -                                - 5 dok                    5.000,00 5 dok                    5.000,00 5 dok                        5.000,00 5 dok                       5.000,00 5 dok                    10.700,00 Sekretariat

Kabupaten 

Kepulauan 

Aru

01.2.02
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan 

Kebutuhan Administrasi 

Keuangan

                              - 100%             2.652.719,30 100%             5.214.627,19 100%             5.672.221,27 100%                 6.804.454,46 100%                7.409.622,63 100%               7.409.622,63 Sekretariat

Kabupaten 

Kepulauan 

Aru

01.2.02.01
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah ASN terlayani Gaji 

dan Tunjangan
                              - 38 orang             2.652.719,30 45 orang             3.050.627,19 45 orang             3.508.221,27 45 orang                 4.034.454,46 45 orang                4.639.622,63 45 orang               4.639.622,63 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.02.02
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah ASN terlayani Insentif 

Pemungutan
                              - -                                - 157 orang             2.154.000,00 157 orang             2.154.000,00 170 orang                 2.760.000,00 170 orang                2.760.000,00 170 orang               2.760.000,00 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Akuntansi                               - -                                - 5 dok                    5.000,00 5 dok                    5.000,00 5 dok                        5.000,00 5 dok                       5.000,00 5 dok                      5.000,00 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.02.05

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Jumlah Jenis Laporan 

Keuangan Akhir Tahun
                              - -                                - 5 dok                    5.000,00 5 dok                    5.000,00 5 dok                        5.000,00 5 dok                       5.000,00 5 dok                      5.000,00 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.04

Administrasi Pendapatan 

Daerah Kewenangan 

Perangkat Daerah

Persentase peningkatan 

potensi PAD, Persentase 

peningkatan potensi 

retribusi daerah dan 

Persentase penerimaan pajak 

daerah.

                              -                                - 100%                286.750,00 100%                300.010,00 100%                    326.121,00 100%                   353.987,00 100%                  353.987,00 Bapenda
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.04.03

Penyuluhan dan 

Penyebarluasan Kebijakan 

Retribusi Daerah

Jumlah Wajib Pajak Daerah 

yang mengikuti penyuluhan
                              - -                                - 50 WP                156.000,00 75 WP                169.260,00 100 WP                    183.647,00 125 WP                   199.257,00 125 WP                  199.257,00 

Bidang Non PBB-

P2 dan BPHTB

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.04.04
Pendataan dan Pendaftaran 

Objek Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Pendataan 

dan Pendaftaran retribusi 

daerah yang tersedia

                              - -                                - 2 dok                122.000,00 2 dok                122.000,00 2 dok                    133.224,00 2 dok                   145.480,00 2 dok                  145.480,00 
Bidang Non PBB-

P2 dan BPHTB

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.04.07
Pelaporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah

Jumlah dokumen laporan 

realisasi pengelolaan retribusi 

daerah yang tersedia

                              - -                                - 3 dok                    8.750,00 3 dok                    8.750,00 3 dok                        9.250,00 3 dok                       9.250,00 3 dok                      9.250,00 

Bidang Non PBB-

P2 dan BPHTB & 

Bidang 

Penagihan, 

Pembukuan dan 

Pelaporan

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

Tujuan
Indikator 

Tujuan
Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan

Unit Kerja 

Perangkat Derah 

Penanggung 

jawab

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output)

Data Capaian 

Pada Tahun Awal 

Perencanaan 2021

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah

Rasio PAD 

Terhadap APBD Optimalnya 

Penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)

Persentase 

Capaian 

Penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)

LokasiTahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
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Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru 

Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01.2.05
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat daerah

                              - 100%                113.746,00 100%                330.085,00 100%                  91.085,00 100%                    448.248,00 100%                   104.748,00 100%                  104.748,00 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.05.02

Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta 

Atribut kelengkapannya
                              - stel                  34.542,00 -                                - -                                - 50 stel                      47.500,00 -                                   - -                                  - Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.05.09

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Jumlah ASN yang mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

                              - 3 org                  79.204,00 5 org                  91.085,00 5 org                  91.085,00 7 org                    104.748,00 7 org                   104.748,00 7 org                  104.748,00 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.05.10
Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Persentase Wajib Pajak yang 

Taat terhadap Peraturan 

Perpajakan 

                              - -                                - 100%                189.000,00 - 100%                    221.000,00 - -                                  - Sekretariat Kab. Kep. Aru

01.2.05.11

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah ASN yang mengikuti 

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

                              - -                                - 2 kali                  50.000,00 2 kali                                - 2 kali                      75.000,00 -                                   - -                                  - Sekretariat

Kab. Kep. Aru, 

Luar 

Kabupaten, 

Provinsi dan 

Luar Provinsi

01.2.06
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

                              - 100%                348.752,70 100%                442.576,85 100%                545.628,00 100%                    523.712,50 100%                   592.473,00 100%                  651.720,30 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.06.01

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen 

instalasi listrik/ penerangan 

yang disediakan

                              -  item                    5.196,50  item                    5.976,00  item                    6.873,00  item                        7.904,00  item                       9.090,00  item                      9.999,00 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.06.02
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan 

perlengkapan kantor yang 

disediakan

                              -  item                  14.765,40  item                  72.000,00  item                134.500,00  item                      67.000,00  item                     82.000,00  item                    90.200,00 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.06.04
Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Jenis Bahan Logistik 

kantor yang disediakan
                              -  item                  41.217,00  item                  43.277,85  item                  45.441,00  item                      47.713,00  item                     50.098,00  item                    55.107,80 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.06.05
Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan yang 

disediakan 

                              - 20 exemplar                  19.999,80 20 exemplar                  21.000,00 20 exemplar                  22.050,00 20 exemplar                      23.152,50 20 exemplar                     24.310,00 20 exemplar                    26.741,00 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.06.06

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan 

yang disediakan
                              -  buah                  15.000,00  buah                  15.000,00  buah                  15.000,00  buah                      15.000,00  buah                     15.000,00  buah                    16.500,00 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah waktu Fasilitasi 

Kunjungan Tamu yang 

disediakan

                              - 3 item                    4.500,00 3 item                    5.000,00 3 item                    5.000,00 3 item                        5.000,00 3 item                       7.500,00 3 item                      8.250,00 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Jumlah Waktu Fasilitasi Rakor 

SKPD
                              - 3 kali                248.074,00 3 kali                280.323,00 3 kali                316.764,00 3 kali                    357.943,00 3 kali                   404.475,00 3 kali                  444.922,50 Sekretariat

Kab. Kep. Aru, 

Luar 

Kabupaten, 

Provinsi dan 

Luar Provinsi

Tujuan
Indikator 

Tujuan
Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode LokasiTahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat Daerah

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output)

Data Capaian 

Pada Tahun Awal 

Perencanaan 2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja 

Perangkat Derah 

Penanggung 

jawab
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Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru 

Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01.2.07

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase Pemenuhan 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

                              - 100%                592.075,75 100%                442.875,00 100%             1.372.673,00 100%                    385.734,00 100%                1.310.846,00 100%               1.386.659,60 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah jenis kendaraan 

operasional yang disediakan
                              - 13 unit                333.740,00 -                                - -                                - -                                    - 7 unit                   910.962,00 7 unit                  910.962,00 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Jumlah jenis mebel yang 

disediakan
                              -  item                  60.285,37 10 item                  63.250,00 10 item                  65.000,00 10 item                      70.200,00 10 item                     75.000,00 10 item                    75.000,00 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.07.06
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin 

yang disediakan
                              - -                                - 25 unit                169.350,00 16 unit                155.500,00 11 unit                    126.000,00 14 unit                   135.350,00 14 unit                  135.350,00 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.07.09
Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor atau 

bangunan lainnya yang 

disediakan

                              - -                                - -                                - 1 unit                865.000,00 -                                    - -                                   - -                                  - Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.07.10

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah sarana dan prasarana 

gedung kantor yang 

disediakan

                              -  item                198.050,38  item                210.275,00  item                287.173,00  item                    189.534,00  item                   189.534,00  item                  265.347,60 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan

Daerah

Persentase Pemenuhan 

Penyediaan jasa penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

                              - 100%             1.433.946,80 100%             1.417.797,30 100%             1.422.739,53 100%                 1.426.669,70 100%                1.432.175,24 100%               1.456.279,77 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.08.01
Penyediaan Jasa Surat  

Menyurat

Jumlah Jasa Surat Menyurat 

yang tersedia
                              -  exemplar                    7.996,80  exemplar                    7.996,80  exemplar                    9.196,00  exemplar                        9.196,00  exemplar                     10.575,00  exemplar                    12.055,50 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

Jumlah Besaran paket data 

internet kantor yang 

digunakan

                              - 10 Mbps                  54.000,00 30 Mbps                  36.000,00 30 Mbps                  37.800,00 30 Mbps                      39.690,00 30 Mbps                     41.674,50 30 Mbps                    47.508,93 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

Jumlah Besaran Rekening 

Listrik
                              - 2.300 kwh                  24.000,00 2.300 kwh                  25.200,00 2.300 kwh                  26.460,00 2.300 kwh                      27.783,00 2.300 kwh                     29.172,00 2.300 kwh                    33.256,08 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

Jumlah Besaran Rekening Air                               - 1.500 m3                  13.010,00 1.500 m3                  13.660,50 1.500 m3                  14.343,53 1.500 m3                      15.060,70 1.500 m3                     15.813,74 1.500 m3                    18.027,66 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan jasa 

peralatan dan perlengkapan 

kantor yang tersedia 

                              -  buah                  74.940,00  buah                  74.940,00  buah                  74.940,00  buah                      74.940,00  buah                     74.940,00  buah                    85.431,60 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang tersedia 
                              - 103 org             1.260.000,00  org             1.260.000,00  org             1.260.000,00  org                 1.260.000,00  org                1.260.000,00  org               1.260.000,00 Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Pemenuhan 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

                              - 100%                427.266,90 100%                118.244,00 100%                246.091,30 100%                    132.068,40 100%                   414.283,24 100%                  414.283,24 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.09.01

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah fasilitasi pemeliharaan 

dan perizinan kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

                              - 5 unit                  68.644,00 5 unit                  68.644,00 5 unit                  75.508,40 5 unit                      75.508,40 5 unit                     83.059,24 5 unit                    83.059,24 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

LokasiTahun 2022

01.2.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumberdaya Air Dan Listrik

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output)

Data Capaian 

Pada Tahun Awal 

Perencanaan 2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan
Indikator 

Tujuan
Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode

Unit Kerja 

Perangkat Derah 

Penanggung 

jawab

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat Daerah

 



 
RENCANA STRATEGIS 
Tahun 2021 - 2026 

70 
Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru 

Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01.2.09.02

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah fasilitasi pemeliharaan 

dan perizinan kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

                              - 13 unit                  19.600,00 14 unit                  19.600,00 14 unit                  21.560,00 15 unit                      21.560,00 15 unit                     23.716,00 15 unit                    23.716,00 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.09.05
Pemeliharaan Mebel Jumlah Fasilitasi 

Pemeliharaan Mebel
                              - -                                - 10 buah                  15.000,00 -                                - 15 buah                      25.000,00 -                                   - -                                  - Sekretariat

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.09.06

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya
Jumlah Fasilitasi 

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

                              - -                                - 14 buah                  15.000,00 8 buah                  10.000,00 8 buah                      10.000,00 8 buah                     10.000,00 8 buah                    10.000,00 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.09.09

Pemeliharaan/ Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Fasilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

                              - 1 unit                139.022,90 -                                - -                                - -                                    - 1 unit                   148.754,00 1 unit                  148.754,00 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

01.2.09.10

Pemeliharaan/ Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Fasilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

                              - 1 unit                200.000,00 -                                - 1 unit                139.022,90 -                                    - 1 unit                   148.754,00 1 unit                  148.754,00 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

04

Program Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah

Persentase Fasilitasi 

Pengelolaan Pendapatan 

Daerah

                              - 7,46%             1.449.000,00 10,40%             1.359.000,00 16,37%             1.373.000,00 20,29%                 1.387.000,00 25,03%                1.400.000,00 100,00%               1.414.000,00 Bapenda Kab.Kep.Aru

04.2.01
Kegiatan Pengelolaan 

pendapatan Daerah

Persentase Peningkatan 

Potensi PAD, Persentase 

Peningkatan Potensi Pajak 

Daerah Dan Persentase 

Penerimaan Pajak Daerah

                              - 7,46%             1.449.000,00 10,40%             1.359.000,00 16,37%             1.373.000,00 20,29%                 1.387.000,00 25,03%                1.400.000,00 100,00%               1.414.000,00 Bapenda Kab.Kep.Aru

04.2.01.02

Analisa dan Pengembangan 

Pajak Daerah, serta 

Penyusunan Kebijakan Pajak 

Daerah.

Jumlah target PAD tahun N+1                               - 2 dok                  43.800,00 2 dok                  35.900,00 2 dok                  50.000,00 1 dok                      50.000,00 1 dok                     43.000,00 1 dok                    39.000,00 Sekretariat
Bapenda 

Kab.Kep.Aru

04.2.01.03

Penyuluhan dan 

Penyebarluasan Kebijakan 

Pajak Daerah

Jumlah Wajib Pajak yang Taat 

terhadap Peraturan 

Perpajakan

                              - 100 WP                  50.800,00 100 WP                  40.000,00 100 WP                  48.000,00 100 WP                      50.000,00 100 WP                     40.000,00 100 WP                    40.000,00 

Bidang PBB-P2 

dan BPHTB & 

Bidang Non PBB-

P2 dan BPHTB

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

04.2.01.04

Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan Pajak 

Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Pajak Daerah 

yang disediakan

                              - 1 unit                180.000,00 5 unit                150.000,00 1 item                150.000,00 1 item                    150.000,00 1 item                   150.000,00 1 item                  150.000,00 

Bidang PBB-P2 

dan BPHTB & 

Bidang Non PBB-

P2 dan BPHTB

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

04.2.01.05
Pendataan dan Pendaftaran 

Objek Pajak Daerah

Jumlah Laporan Hasil Sensus 

Pajak PBB-P2
                              - 135 op                155.800,00 25.000 op                124.700,00 196 op                130.000,00 25.000 op                    130.000,00 225 op                   150.000,00 225 op                  150.000,00 

Bidang PBB-P2 

dan BPHTB & 

Bidang Non PBB-

P2 dan BPHTB

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

04.2.01.06

Pengolahan, Pemeliharaan, 

dan Pelaporan Basis Data 

Pajak Daerah

Jumlah potensi objek pajak 

daerah 
                              - -                                - 2 dok                  10.000,00 2 dok                  10.000,00 2 dok                      10.000,00 2 dok                     10.000,00 2 dok                    11.000,00 

Bidang PBB-P2 

dan BPHTB

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output)

Data Capaian 

Pada Tahun Awal 

Perencanaan 2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat Derah 

Penanggung 

jawab

LokasiTahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode Renstra Perangkat Daerah
Tujuan

Indikator 

Tujuan
Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode
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Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru 

Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

04.2.01.07

Penilaian Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB)

Tersedia Laporan Hasil 

Penilaian Pajak PBB-P2 dan 

BPHTB

                              - 3 dok                240.500,00 3 dok                200.000,00 3 dok                200.000,00 3 dok                    200.000,00 3 dok                   200.000,00 3 dok                  200.000,00 
Bidang PBB-P2 

dan BPHTB

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
Jumlah ketetapan pajak 

daerah (PBB-P2)
                              - 16.321 op                103.200,00 16.566 op                100.700,00 16.765 op                100.000,00 16.999 op                    100.000,00 17.288 op                   100.000,00 17.288 op                    80.000,00 

Bidang PBB-P2 

dan BPHTB

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

04.2.01.10
Penelitian dan Verifikasi Data 

Pelaporan Pajak Daerah

Jumlah evaluasi dan laporan 

pajak daerah yang tersedia 
                              - 135 op                  75.500,00 175 op                  75.000,00 200 op                      75.000,00 250 op                     75.000,00 250 op                    75.000,00 

Bidang 

Penagihan, 

Pembukuan dan 

Pelaporan

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah
Jumlah Penerimaan Pajak 

daerah
                              - 2 dok                424.700,00 2 dok                210.700,00 2 dok                250.000,00 2 dok                    250.000,00 2 dok                   250.000,00 2 dok                  250.000,00 

Bidang 

Penagihan, 

Pembukuan dan 

Pelaporan

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

04.2.01.12
Penyelesaian Keberatan Pajak 

Daerah

Jumlah wajib pajak yang 

mengajukan keberatan, 

Pengurangan dan Pembatalan 

pajak daerah

                              - -                                - 3 kasus                    5.000,00 3 kasus                    5.000,00 2 kasus                        7.000,00 2 kasus                       7.000,00 2 kasus                      9.000,00 

Bidang 

Penagihan, 

Pembukuan dan 

Pelaporan

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

04.2.01.13
Pengendalian, Pemeriksaan 

dan Pengawasan Pajak Daerah

Jumlah wajib pajak yang 

diperiksa 
                              - 2 dok                250.200,00 2 dok                120.300,00 2 dok                120.000,00 2 dok                    130.000,00 2 dok                   135.000,00 2 dok                  140.000,00 

Bidang PBB-P2 

dan BPHTB & 

Bidang Non PBB-

P2 dan BPHTB

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

04.2.01.14

Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah

Persentase Wajib Pajak yang 

membayar pajak daerah dan 

retribusi daerah tepat waktu

                              - -                                - 100%                135.700,00 100%                135.000,00 100%                    135.000,00 100%                   140.000,00 100%                  150.000,00 
Semua Bidang 

Bapenda

Bapenda 

Kab.Kep.Aru

Jumlah wajib pajak PBB-P2 

dan BPHTB yang ditagih
                              - -                                - 16.612 WP 16.709 WP 16.811 WP 16.956 WP 16.956 WP

Jumlah wajib pajak Non PBB-

P2 dan BPHTB yang ditagih
                              - -                                - 523 WP 539 WP 547 WP 559 WP 559 WP

04.2.01.17
Optimalisasi penagihan pajak 

dan retribusi
               150.500,00                100.000,00 

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output)

Data Capaian 

Pada Tahun Awal 

Perencanaan 2021

Tujuan
Indikator 

Tujuan
Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode

Kab.Kep.Aru
Semua Bidang 

Bapenda

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja 

Perangkat Derah 

Penanggung 

jawab

LokasiTahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir 

                   100.000,00                   100.000,00                  120.000,00 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
 

 

Untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Aru mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator 

kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 7.1 
(Tabel T-C.28 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021 - 2026 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

2022 2023 2024 2025 2026

1.
Indeks Pengelolaan Keuangan 

Daerah (IPKD)
Na 100 100 100 100 100 84,43

No Indikator
Kondisi Kinerja pada 

Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD 

Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021–2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Badan Pendapatan Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran RENSTRA ini 

mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu 

strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan 

sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan 

rangkaian proses bisnis. 

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan 

Daerah dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional 

dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah 

untuk merealisasikan RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026 secara lebih substansi bagi 

masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, 

masing–masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara 

efektif dan efisien. 

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk 

dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, 

kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan 

dan sumber daya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita 

ayunkan dengan menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru Tahun 2021 - 2026. 

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman 

untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Aru serta rencana-rencana kerja bidang di lingkungan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. 
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Melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), stakeholder’s 

menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam 

Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. 

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru juga merupakan dasar 

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, 

serta catatan dan harapan Kepala OPD dan Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru. 

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena 

rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan 

segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana 

Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan 

staf serta masyarakat Kabupaten Kepulauan Arukita perlukan agar tindakan yang kita 

laksanakan berjalan lebih lancar. 

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk 

dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.  

 

Dobo, 02 Desember 2021 

Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Aru 

 
 
 

Drs. K. NOTANUBUN 
Pembina Tk. I 

NIP. 19611213 199203 1 006 
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